KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 44 TAHUN 2001

TENTANG

BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
MENTERI   DALAM   NEGERI,

Menimbang
:
a.
bahwa   dalam   rangka   meningkatkan   pembinaan   karier pegawai yang menduduki jabatan struktural, perlu mengatur usia pensiun bagi para pejabat struktural di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
b.
bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang batas usia pensiun bagi pejabat struktural di lingkungan Departemen Dalam Negeri.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian  (Lembaran  Negara Tahun 1974  Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipi! (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);

5.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3392);

6.
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);

7.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);

8.
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);

9.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 49);

10.
Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum;

11.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa;

12.
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Ilmu Pemerintahan;

13.
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

14.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 28 Tahun 2001;

15.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Diklat Regional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2001;

16.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
MEMUTUSKAN :

Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI.
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1.
Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri yang bekerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2.
Usia Pensiun adalah Batas usia pensiun pegawai negeri sipil yang dihitung berdasarkan tanggal lahir yang tercantum pada surat keputusan pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil.
3.
Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jenjang jabatan tertentu dan menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
4.
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan disingkat BAPEPOAKAT adalah suatu Badan yang bertugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Menteri Dalam Negeri
Pasal 2
(1)
Batas Usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I, II, III dan IV sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah 56 (Lima puluh enam) tahun;
(2) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Struktural eselon I dan II sebagaimana dimaksud ayat (1), batas usia pensiun dapat diperpanjang sampai dengan 60 (Enam puluh) tahun;

(3)
Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas kebijaksanaan Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja pejabat yang bersangkutan setiap tahun dan melalui Pertimbangan Baperjakat.
Pasal 3
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon III dan IV, yang telah mencapai batas usia 55 (Lima puluh lima) tahun harus mengajukan permohonan pensiun kepada Menteri Dalam
Negeri;
Pasal 4
Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I dan II, yang telah mencapai batas usia pensiun 56 (Lima puluh enam) tahun ke atas yang tidak lagi menduduki jabatan struktural, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
Pasal 5
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 7 Desember 2001
MENTERI DALAM NEGERI

ttd

DR (Hc) HARI SABARNO S.IP, MBA, MM

